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   Abstract
 Implementation of Dana Desa for Development of Village Potential (case study in Pujon Kidul Village, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). The background of the Village Fund is funds originating from the government that are useful for the welfare of the community, and one of the villages that receives village funds is the village of Pujon Kidul which in the process of implementation has been able and successfully developed the village potential that has not been touched. The village of Pujon Kidul which was originally only an ordinary village had succeeded in becoming a pilot village and a reference for other villages that wanted to develop the potential of their villages through village funds. Problem formulation about how the Village Fund policy is implemented in Pujon Kidul village, the supporting factors that influence the implementation of village fund policies for the development of village potential and inhibiting factors that influence the implementation of village fund policies for developing village potential. So this study aims to identify and analyze the implementation of the Village Fund policy in Pujon Kidul village and identify and analyze the supporting and inhibiting factors that influence the implementation of village fund policies for developing village potential. This study used qualitative research methods, with the object of research, namely Pujon Kidul Village, Kabupaten Malang. The technique used in data collection uses the method of interview, observation and documentation, after the data is obtained the researcher filters and selects which data will be included in the research writing, then the data is presented and conclusions are drawn. The results of this study indicate that the implementation of village fund policies for the development of village potential in Pujon Kidul village in broad outline can be said to run smoothly, seen from the preparation stage of the process of mapping problems and village potential, the initial steps taken by the village government to map the problems and potential owned before conducting village meetings. With regard to human resources, it is still one of the inhibiting factors or obstacles to the implementation of village fund policy programs implemented by the village government










Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk pengembangan potensi desa (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang).  Latar belakang Dana Desa merupakan dana yang berasal dari pemerintah yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat, dan salah satu desa yang menerima dana desa adalah desa Pujon Kidul yang mana dalam proses implementasinya telah mampu dan berhasil mengembangkan potensi desa yang selama ini belum terjamah. Desa Pujon Kidul yang awalnya hanya desa biasa telah berhasil menjadi desa percontohan dan rujukan bagi desa-desa lain yang ingin mengembangkan potensi desanya melalui dana desa. Rumusan masalah tentang bagaimana Implementasi kebijakan Dana Desa di desa Pujon Kidul, faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa Implementasi kebijakan Dana Desa di desa Pujon Kidul serta mengidentifikasi dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan Obyek penelitian yaitu Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, setelah data diperoleh peneliti menyaring dan memilih-milih data mana yang akan dimasukkan kedalam penulisan penelitian, selanjutnya data dipaparkan dan ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa di desa Pujon Kidul secara garis besar dapat dikatakan berjalan dengan lancar, terlihat dari tahapan persiapan proses pemetaan permasalahan dan potensi desa, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memetakan permasalahan dan potensi yang dimiliki sebelum melakukan musyawarah desa. Berkaitan dengan sumberdaya manusia, masih menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala dari adanya program implementasi kebijakan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
 






Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran adalah dengan menggunakan program dana desa, yang fungsi utamanya adalah mengatasi kemiskinan dan ketimpangan antar desa yang selama ini kerap terjadi. Dengan adanya dana desa ini maka setiap desa nantinya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi desa dan sumber daya masyarakatnya antara lain dengan cara pelatihan usaha, pengembangan usaha budidaya, peternakan, pertanian, pemasaran kerajinan yang dibuat oleh masyarakat desa tak lupa juga pengembangan daerah wisata yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut dengan BUMDes. Setiap inovasi dilakukan oleh desa akan memunculkan keunikan tersendiri dari masing – masing desa, untuk mewujudkan kesuksesan dana desa ini dibutuhkan kerjasama antara aparat juga masyarakat salah satunya dari pengawasan dana desa yang diberikan kepada aparat desa, masyarakat diharapkan ikut andil mengawasi penyerapan dana desa untuk kemajuan desa, dari segi sarana/prasarana, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun potensi desa yang selama ini belum muncul ke permukaan karena tidak adanya dana yang digunakan.
Setiap proses implementasi kebijakan harus dapat menjawab dua pertanyaan pokok sebagaimana dikemukakan oleh Edward III yang memperkenalkan Implementation Problem Approach, yang pertama, pertanyaan tentang faktor pendukung suatu implementasi kebijakan dan yang kedua adalah faktor penghambat implementasi kebijakan, begitu juga dengan implementasi kebijakan dana desa ini  pasti dalam prosesnya akan dipertemukan dengan kedua pertanyaan di atas, selain itu tidak semua proses implementasi akan berjalan mulus dan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan, tentu akan banyak sekali permasalahan yang muncul seiring diimplementasikannya kebijakan dana desa ini, salah satunya adalah permasalahan yang sangat klise yakni sumber daya manusia, dengan belum terpenuhinya faktor manusia yang mumpuni dalam pelaksanaan dana desa ini maka program ini hanya akan menjadi program pembagian dana yang tidak jelas wujudnya, salah satunya adalah munculnya permasalahan korupsi. Selain itu dengan adanya permasalahan sumber daya manusia ini maka potensi desa tidak akan dapat digali dengan maksimal. Meski dana desa ini dihadirkan sepaket dengan pendamping desa tetap saja tidak akan maksimal hasilnya bila tidak disertai dengan pembangunan manusianya kedepan.
Disadari ataupun tidak sesungguhnya masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi desanya agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menekan jumlah masyarakat miskin di desa. Salah satu yang sering tidak terfikirkan adalah pengadaan air bersih bagi masyarakatat yang membantu kualitas hidup masyarakat desa, yang tentu saja dengan kualitas hidup yang baik maka hal ini juga dapat membantu perekonomian desa secara tidak langsung.
Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara singkat yang dilakukan oleh penulis, hal tersebut yang telah dilakukan desa Pujon Kidul sebagai salah satu desa yang juga menikmati manfaat adanya dana desa. Selain dinilai berhasil mengimplementasikan kebijakan dana desa, salah satunya dengan mengatasi permasalahan air bersih, Desa Pujon Kidul yang mulai dikenal semenjak adanya objek wisata Cafe Sawah ini menggunakan dana desa sebagai proyek pembangunan fisik dan mental warga desa. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pujon Kidul telah mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal yang sebelumnya adalah pengangguran. Cafe Sawah merupakan program ekonomi rintisan yang digagas oleh pemerintah dengan pemuda karena kondisi warga sejahtera, berbekal dengan adanya dana desa yang dikucurkan dan adanya tanah desa yang dapat digarap maka langkah awal pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dimulai.
Dalam mengimplementasikan desa mandiri tentu desa Pujon Kidul juga menghadapi banyak sekali tantangan, salah satunya berasal dari sikap pasif warga masyarakat yang bersikap pesimis dengan rancangan pembangunan desa menggunakan dana desa pada awal proses pembangunan desa merupakan salah satu kendala paling besar, karena tanpa dukungan dari masyarakat desa tentu program Cafe Sawah atau program-program lain akan sulit terlaksana. Permasalahan lain pada awal proses pembangunan desa adalah adanya masalah komunikasi dengan warga, salah satunya terjadi dalam program penyaluran air bersih. Beberapa warga menentang proyek pembuatan saluran air bersih ini karena menilai bahwa proyek ini hanyalah proyek tidak masuk akal karena menelan biaya yang tidak sedikit. Begitu juga dengan awal proses pelaksanaan program Cafe Sawah, banyak yang menyangsikan bahwa program ini akan berhasil mengingat desa Pujon Kidul dulunya adalah desa yang sepi yang kemungkinan besar akan sulit mendapatkan pengunjung. Permasalahan yang terjadi tidak hanya sampai disitu, rencana awal pembangunan Cafe Sawah juga terhalang dengan lamanya kucuran dana dari dana desa yang harus menunggu 6 bulan setelah pengajuan sehingga pemerintah desa menyiasati hal ini dengan menggunakan dana bantuan dari masyarakat yang akan dikembalikan setelah 6 bulan, berbekal musyawarah dan kesepakatan bersama antar warga desa maka program ini dapat terlaksana dengan baik.
Seiring berjalannya waktu setelah program awal berhasil dilakukan dan terlihat memiliki hasil, tentu saja banyak program pengembangan potensi desa yang dinilai layak untuk direalisasikan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi desa, mengingat potensi yang dimiliki oleh desa Pujon Kidul sangatlah banyak, dari potensi alam, sosial budaya, peternakan, hingga pertanian, maka kesempatan pemberdayaan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat tentu sangat besar. Permasalahan awal terkait terbatasnya dana sudah dapat diselesaikan dengan adanya dana desa. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengapresiasi keinginan masyarakat untuk membangun desanya adalah dengan mendirikan BUM Des dengan nama Sumber Sejahtera.
Pemberdayaan yang dilakukan oleh desa Pujon kidul sangatlah luar biasa, dari sektor wisata saja desa telah meraih banyak keuntungan selain telah memberdayakan potensi yang dimiliki, juga telah berhasil menjadikan desa Pujon Kidul sebagai salah satu desa mandiri yang berhasil menerima berbagai penghargaan tingkat nasional. Selain menyerap banyak tenaga kerja lokal, dari sektor wisata saja telah memunculkan kreatifitas bagi beberapa warga untuk membuat wahana wisata yang dikelola secara pribadi, selain itu pertokoan yang menjual aneka buah tangan dan adanya produk olahan susu yang sudah mulai dipasarkan keluar desa menjadikan warga desa merubah pola pikirnya, bukan lagi tentang bagaimana pembangunan fisik dilakukan di desa seperti bagaimana perbaikan jalan namun sudah mengarah kepada bagaimana mereka mendapatkan nilai ekonomi dari pembangunan yang telah terjadi di desa mereka. Seperti contohnya warga yang memiliki usaha peternakan sapi perah, selain menjual hasil perahan susu sapi, mereka juga menyajikan wisata bagi wisatawan yang ingin mengetahui bagaimana cara memerah susu sapi, bagi warga yang memiliki usaha pertanian, mereka menyediakan wisata petik buah atau sayuran juga wisata cara bertani yang sangat digemari oleh wisatawan dari kota besar. Tentu saja ini menjadi salah satu nilai positif bagi suatu desa, karena tidak hanya mengandalkan wisata buatan seperti Cafe Sawah, namun juga semua aspek kehidupan warga desa dapat dijadikan potensi ekonomi.




Dalam mengawali pembahasan ini, penulis berangkat dari pendapat Carl Friedrich, yang mana dalam jabarannya dijelaskan kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan Wahab (2016:9). Dalam jabaran tersebut penulis menangkap bahwa kebijakan merupakan tindakan yang bisa diusulkan oleh siapapun yang memang memiliki fokus untuk mewujudkan suatu keinginan atau tujuan yang memang sudah dicanangkan dari awal. Ulasan tersebut masih dapat dipertegas lagi dengan pengertian yang disampaikan oleh Knoepfel dan kawan-kawan yang mengartikan kebijakan sebagai “a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one” (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik public/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai  cara dalam merespons, mengidentifikasikan, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik) Wahab (2016: 10). Dalam jabaran tersebut penulis melihat bahwa sebuah interaksi yang dilakukan oleh berbagai aktor baik dari segi pemerintah maupun dari segi swasta juga bisa menyumbangkan rangkaian keputusan yang berimbas terhadap suatu masalah yang menyangkut permasalahan publik.

2.	Implementasi Kebijakan Publik
George C. Edward III mengemukakan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain, Mulyadi (2015:68)
1.	Komunikasi
Implementor kebijakan haruslah memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa saja tujuan yang hendak dicapai dan diteruskan pada kelompok sasaran.
2.	Sumberdaya
Sumberdaya yang dimaksudkan ini dapat berwujud sumberdaya manusia berupa kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial yang memadai.
3.	Disposisi
Disposisi dapat diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, contohnya seperti komitmen yang dimiliki implementor, kejujuran dan sifat demokratis.

4.	Struktur birokrasi
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini menyebabkan aktivitas organisasi yang kaku dan tidak fleksibel.  

3.	Konsep Dasar Dana Desa
Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang tujuannya diberikan kepada desa, dana tersebut ditransfer dari APBD kabupaten/kota, tujuan dana desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa yang diberikan dana desa. Perhitungan dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.Tujuan dana desa yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, megatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

4.	Potensi Desa
Potensi dalam Soleh (2017:36-38) adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian yang penulis lakukan ini didasari atas adanya permasalahan yang sudah penulis jabarkan dalam latar belakang masalah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan Masih dalam penjabaran Sugiyono (2016:3). Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis. Dari penjabaran tersebut jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis masuk dalam jenis penelitian kualitatif, hal ini sesuai dengan penjabaran bahwa penulis dalam melakukan penelitian tidaklah merubah obyek yang akan, sedang atau telah diteliti, juga pada proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan disesuaikan dengan teori yang ada. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data mengenai implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa berdasarkan fakta-fakta yang penulis temukan di desa pujon kidul sebagai lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis.
Fokus dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:
1.	Proses Implementasi kebijakan Dana Desa di desa Pujon Kidul.
2.	Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa.
3.	Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa.
Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis berada di desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon kabupaten Malang. Desa Pujon kidul adalah salah satu desa yang berhasil mengimplementasikan kebijakan dana desa sehingga dikenal hingga saat ini. Akses menuju desa pujon kidul sudah sangat baik, Hal ini memudahkan penulis untuk mencapai lokasi yang telah ditentukan. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini maka akan diketahui kelebihan dan kelemahan implementasi kebijakan dana desa Pujon Kidul sehingga bisa menjadi masukan yang berarti di masa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN
1.	Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Desa
a.	Proses Pemetaan Permasalahan Dan Potensi Desa  
Jauh sebelum adanya dana desa, kepala desa Pujon Kidul yakni bapak Udi Hartoko rupanya telah lebih dahulu melakukan pemetaan serta kajian awal atas permasalahan di desa juga melakukan pendataan potensi desa yang ada dalam menentukan apa saja yang bisa dikembangkan. Proses awal ini dilakukan pada tahun 2014 pemerintah desa melakukan pertemuan dalam bentuk musyawarah dengan para RT yang berada di 3 dusun yang ada dibawah pemerintahan desa Pujon Kidul. Setidaknya telah ada 20 pertemuan ditambah dengan 1 pertemuan yang dilakukan khusus dengan pemuda yang ada di desa saat itu.
Dengan adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan setidaknya telah ada gambaran permasalahan apa saja yang sebenarnya menjadi uneg-uneg warga yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah.
Permasalahan mengenai air bersih, permasalahan sosial, pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan, pembinaan kepada masyarakat, telah disampaikan pada pertemuan awal tersebut. Hal ini sebagaimana yang diutarakan bapak Udi kepada penulis saat itu. “2014 itu sudah kita lakukan mapping, sebagai langkah awal kita sudah memetakan potensi masalahnya apa, mulai dari pembangunan fisik, pembinaan, pemberdayaan dan sebagainya. Pendidikan semua masalah sosial dituangkan dan disampaikan oleh masyarakat. Kita mengadakan 20 pertemuan. Di masing-masing RT karena kita ada 20 RT plus 1 khusus untuk pemuda, kita ingin menggali potensi itu, sehingga apa, dari situ kita akan tahu peta potensi masalahanya, langkah-langkah yang harus kita lakukan apa dan potensi yang bisa kita kembangkan apa, muncullah beragam usulan dari masyarakat yang memang itu kebutuhan dari masyarakat”. 
Pemetaan semacam ini sangat efisien mengingat sebagai pihak implementor, kepala desa beserta pemerintah desa lebih dahulu menjemput bola, tanpa menunggu keluhan datang kepada mereka, mereka justru yang menjemput keluhan masyarakat langsung pada forum RT, dengan begitu pengumpulan data yang akan dijadikan sebagai bahan dalam pemetaan potensi desa dan permasalahan yang ada di desa dapat lebih mudah dilakukan. Setelah proses pemetaan dari masing-masing RT selesai baru kemudian data yang dimiliki oleh pemerintah desa dibawa kedalam forum Musrembang. Dengan adanya proses pemetaan awal maka Musrembang tidak lagi menjadi forum pertanyaan apa keluhan warga, namun telah berproses menjadi forum dimana pemerintah desa memberikan informasi permasalahan apa saja yang akan menjadi prioritas untuk disegerakan pembangunannya.
b.	BumDes Sumber Sejahtera
Badan usaha milik desa (BUMDes) Pujon Kidul diberi nama BUMDes Sumber Sejahtera. Keberadaanya diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat Pujon Kidul dengan mencari potensi yang ada di desa. Musyawarah desa tersebut menghasilkan PERDES atau Peraturan desa Pujon Kidul. BUMDes Sumber Sejahtera diresmikan pada tanggal 2 juni 2014 dengan masa kepengurusan selama 5 tahun sejak tanggal peresmian sampai dengan tahun 2019. Hingga saat ini BUMDes Sumber Sejahtera telah menambah beberapa unit usaha baru antara lain Pengelolaan Jasa Keuangan bekerjasama dengan BNI, lalu tempat pengelolaan sampah terpadu dan rintisan usaha. Diharapkan kedepan dengan adanya BUMDes maka potensi lokal yang ada di desa Pujon Kidul dapat memberdayakan potensi ekonomi masyarakat menjadi lebih mandiri dari sebelumnya.
c.	Unit Usaha Air Minum/HIPPAM
Usaha pertama yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera adalah terkait pengelolaan air yaitu usaha air minum atau pengelolaan HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih. Permasalahan tentang air bersih muncul pertama kali pada proses pemetaan masalah yang dilakukan pada tahun 2014. Pada setiap RT permasalahan tentang air selalu muncul sehingga pemerintah desa memposisikan permasalahan air menjadi permasalahan prioritas yang harus lebih dahulu dilakukan. HIPPAM merupakan sumber air yang dibangun oleh pemerintah untuk fasilitas ketersediaan air minum bagi warga dengan memanfaatkan sumber air dari dalam tanah. Sebelumnya air bersih sudah ada di desa Pujon Kidul, hanya saja selama ini pembagian tidak tepat sasaran. Apalagi dengan sistim lama dimana air yang tidak digunakan akan tetap mengalir menyebabkan pendistribusian air kepada warga lain tidak merata. Melihat permasalahan itu maka BUMDes melakukan study banding untuk mengetahui sistim apa yang cocok dan pas untuk digunakan di desa Pujon Kidul. Dengan perubahan sistim ini maka warga dikenakan biaya agar dapat menikmati fasilitas berupa air bersih, namun tetap dengan harga yang lebih terjangkau karena fasilitas tersebut langsung dikelola oleh pemerintah desa.
d.	Laku Pandai atau Pengelolaan Jasa Keuangan
Program Laku Pandai merupakan kerjasama BNI dan BUMDes dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran program bina lingkungan sebagai upaya untuk memperkuat operasional usaha. Dalam pelaksanaanya BUMDes berperan sebagai operator yang melayani pembukaan rekening tabungan, tarik tunai, setoran tunai, pembayaran, transfer maupun pembelian.
Program Laku Pandai bertujuan untuk mendidik warga untuk gemar menabung dan peningkatan pengetahuan mengenai pelayanan perbankan yang mana selama ini kurang didapatkan di desa Pujon Kidul. Program ini selanjutnya juga dipergunakan sebagai pemantau dan pengawasan pengelolaan keuangan khususnya yang dijalankan BUMDes. Karena setiap transaksi yang dilakukan oleh BUMDes dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui website sie-pujonkidul.co.id. tentu saja hal ini membuat setiap transaksi yang dilakukan bersifat terbuka dan transparan.
Pengelolaan keuangan masyarakat yang berupa pengelolaan air minum, simpan pinjam, pengelolaan sampah, desa wisata hingga penyaluran uang tunai kepada penerima program keluarga harapan (PKH) di desa Pujon Kidul dilakukan langsung oleh BUMDes Sumber Sejahtera.
e.	Program Padat Karya
Kegiatan padat karya yang dilakukan oleh pemerintah desa Pujon Kidul  dilakukan dengan pembuatan infrastruktur sederhana dengan  memanfaatkan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian. Bisa juga dengan peningkatan perkebunan, peternakan, perikanan atau kegiatan produktif lainnya yang dinilai dapat memberi nilai tambah pada masyarakat desa Pujon Kidul.
Bentuk program padat karya yang dilakukan di desa Pujon Kidul adalah sebagai berikut:
1.	Café Sawah
2.	Wisata Edukasi
f.	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
Unit usaha lain yang digarap oleh BUMDes adalah pengolahan sampah, dengan dibangunnya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) maka sampah tidak lagi hanya dibuang begitu saja, namun juga diolah dan diambil manfaatnya untuk masyarakat desa. TPST nantinya tidak hanya menjadi tempat penampungan sampah namun juga menjadi tempat pengelolaan sampah, dimana sampah dirubah menjadi pupuk organik diolah oleh masyarakat dan digunakan sendiri oleh masyarakat. Penyediaan tempat sampah di masing-masing rumah dan petugas yang bertugas mengambil sampah ini diharapkan menjadi pengelolaan sampah dengan basis partisipatif aktif dari masyarakat dengan hasil yang akan dinikmati oleh masyarakat.
g.	Pertanian dan Peternakan
BUMDes Sumber Sejahtera mendirikan komunitas kelompok tani dengan tujuan untuk mengembangkan sektor pertanian desa. Bagi yang memiliki pencaharian sebagai petani akan diberikan bekal berupa pengetahuan serta pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pertanian. Jika pada awalnya petani menggunakan metode atau cara tradisional selanjutnya mereka akan dibimbing untuk mengembangkan pertanian dengan cara yang lebih modern sehingga hasil yang dicapai akan lebih baik lagi. Namun ada yang menarik dari yang penulis tangkap dari segi pertanian dan peternakan yang ada di desa Pujon Kidul, karena memang tidak bisa dikatakan jika 100% terlepas dari sektor wisata.
Karena pada awalnya desa Pujon Kidul memang terkenal dengan wisata edukasi pertanian dan peternakan, maka hal tersebut juga dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk menyewakan lahan pertaanian atau peternakannya untuk kunjungan wisata edukasi. Sebagai contoh apabila ada yang memesan wisata edukasi berupa tata cara menanam atau memanen tanaman, maka pihak pariwisata desa akan menghubungi petani yang sekiranya bersedia menyewakan lahannya untuk digunakan wisata tersebut, dengan begitu petani bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yakni menikmati hasil pertanian, juga tambahan dari sektor wisata. Adapun mereka juga tidak lagi repot menjual hasil pertanian mereka, karena wisatawan yang datang kadang dengan senang hati membeli hasil pertanian mereka tentu dengan tambahan pengalaman memetik sendiri hasil pertanian yang mereka beli.
Begitu juga dengan sektor peternakan, mereka tidak hanya menyetorkan produk susu namun juga menyediakan wisata perah susu bagi wisatawan yang memang menginginkan pengalaman bagaimana memerah susu sapi atau mengetahui proses beternak sapi perah, hal ini juga menguntungkan bagi peternak.
h.	Home Stay
Keberadaan home stay atau penginapan menjadi kebutuhan yang  tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan wisata, tidak bisa dipungkiri dengan adanya obyek wisata maka kebutuhan akan tempat untuk menginap akan ikut meningkat, hal ini karena wisatawan banyak yang berasal dari luar lokasi desa wisata sehingga sangat membutuhkan tempat untuk menginap.
Kebutuhan akan penginapan ini ditangkap oleh BUMDes sebagai salah satu potensi yang bisa dikembangkan, dengan menggunakan konsep wisatawan tinggal dengan induk semang, jadi rumah yang digunakan untuk home stay adalah rumah warga. Dengan menggunakan konsep ini pemerintah desa telah banyak membantu warga desa untuk dapat turut berpartisipasi menjadi pemilik usaha sendiri, dengan begitu maka perekonomian juga turut bergerak dinamis mengikuti perkembangan desa wisata.
i.	Toko Desa
Toko desa juga menjadi salah satu proyek yang dijalankan dengan menggunakan dana desa, konsep toko desa ini digagas untuk menghadapi permasalahan toko-toko jaringan retail waralaba contohnya Indomaret atau Alfamart dan toko-toko. Toko retail waralaba yang banyak menjamur dimana-mana memang memberikan kemudahan dalam berbelanja, dengan konsep tempat berbelanja yang bersih dan nyaman, pelayanan yang ramah, juga banyaknya fasilitas yang ditawarkan disekitar area toko retail waralaba menyebabkan orang akan beralih dari toko kelontong milik warga berpindah kepada toko waralaba. Hal ini yang diantisipasi oleh pihak pemerintah desa. masyarakat diharapkan menjadi pemilik, pelaku dan pengelola usaha sehingga pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik, hal tersebut membuat investor dari luar desa yang akan membangun usaha jaringan retail waralaba ini dilarang berinvestasi di desa Pujon Kidul

2.	Faktor Pendukung Implementasi Kebijaan Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Desa
Keberhasilan desa Pujon Kidul dalam mengimplementasikankebijakan dana desa didukung dengan melakukan 3 langkah strategis pembangunan desa wisata, adapun tiga langkah tersebut antara lain melakukan reformasi budaya organisasi pemerintah desa, aktivasi kelembagaan wisata desa, dan pemanfaatan jaringan 5 aktor pembangunan (pentahelix).
a.	Reformasi Budaya Organisasi Pemerintah Desa
Selain dari upaya penyadaran kepada masyarakat mengenai sikap melek wisata di desa, upaya lain yang dilakukan adalah dengan reformasi pemerintah desa, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang dulu sama sekali tidak mempercayai pemerintahan desanya sendiri. Hal tersebut sangat penting mengingat dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan dana yang besar sehingga kepercayaan dari masyarakat akan menumbuhkan sikap optimis bahwa pembangunan dilakukan dengan baik oleh pemerintahan desa.
Konsep penguatan reformasi pemerintah desa menggunakan konsep sapta pesona wisata untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa. adapun konsep sapta pesone wisata yang digunakan oleh bapak Udi selaku kepala desa adalah Bersih (clean), solid, speed, smart. Menurut Annahar (2017) Bersih (clean) tidak hanya bermakna kebersihan alam dan lingkungan. Bersih juga harus menjadi karakter kinerja pemerintah desa (clean govenment).  Pemerintah desa harus amanah dan menghindari korupsi, kolusi dan  nepotisme. Aman dan sejuk berarti stabilitas politik desa harus dijaga  oleh kepala desa beserta seluruh perangkat desa. Pemerintah desa juga  harus tertib dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan. Selain berpedoman pada prinsip sapta pesona, penguatan karakter pemerintah desa juga perlu memperhatikan prinsip 3 S (solid, speed, smart). Solid berarti menyatunya hati, pikiran dan tindakan. Solidaritas antar sesama  perangkat desa akan menciptakan suasana persahabatan dalam dunia kerja.  Kesamaan visi antar perangkat desa akan mengikat mereka dan kemudian  akan memunculkan rasa saling percaya. Kepala desa sebagai pemimpin  tertinggi di desa harus memiliki kemampuan untuk mengikat banyak orang  dengan satu persinggungan tujuan dan kepentingan. Speed, merupakan karakter mental untuk senantiasa bertindak  sebagai pelopor dalam merespon setiap peristiwa. Pemerintah desa harus  mampu untuk bertindak cepat dan tepat dalam melayani masyarakat desa. Smart merupakan sikap untuk selalu berpikir dan bertindak  cerdas dalam menjalankan tugas. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci  dalam menjalankan pekerjaan sebagai perangkat desa.
b.	Optimalisasi Kelembagaan Wisata Desa
Pendirian BUMDes Sumber Sejahtera menjadi salah satu instrument pengantar menuju wisata desa yang sukses. BUMDes menjadi ujung tombak dalam upaya mengeksplorasi potensi desa yang ada di desa Pujon Kidul. Dana desa dipergunakan oleh pemerintah desa untuk modal usaha produktif yang dijalankan lewat BUMDes ini. meskipun pada awal pembentukannya, untuk permodalan memang tidak terlalu banyak yang dapat mereka pergunakan, karena masih dalam proses perintisan. Dengan didirikannya BUMDes dan membawahi beberapa divisi wisata maka perjalanan menuju desa wisata dapat dilakukan dengan baik meskipun beberapa hambatan kerap ditemui. Optimalisasi yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, komitmen pengurus, inovasi dan partisipasi masyarakat.
c.	Sinergi Lima Aktor Pembangunan (Pentahelix)
Pemanfaatan lima jaringan aktor (pentahelix) adalah langkah yang harus ditempuh dalam upaya pengembangan wisata desa. aktor-aktor tersebut antara lain pihak pemerintah, pihak swasta, media massa, akademisi, masyarakat desa. kelima jaringan aktor tersebut adalah:
1.	Pihak pemerintah
Pemerintahan bersih, trasnparan juga cepat merespon keluhan masyarakat menjadi kunci penting dalam berhasilnya pelaksanaan desa wisata.
2.	Pihak Swasta
Pemerintah desa berhasil memanfaatkan dana CSR dari bank BNI dalam mendukung visi pembangunan program desa wisata. Bangunan berupa gapura, lampu penerangan, dan dukungan permodalan berhasil didapatkan dari program CSR ini.
3.	Media Massa
promosi yang dilakukan mengandalkan media massa sebagai salah satu jalur promosi yang murah dan mudah. Menggunakan media sosial khususnya instagram, facebook dan berbagai media lain sebagai media promosi merupakan cara yang tepat untuk mengenalkan Pujon Kidul kepada dunia, yang mana desa ini sebelumnya hanyalah desa biasa namun kini mampu berubah wujud menjadi desa mandiri. Didukung wisata yang memang memanjakan mata dan mengikuti trend saat ini dengan menyediakan spot-spot foto maka promosi yang dilakukan tentu tidak terlalu sulit bagi desa Pujon Kidul.
4.	Akademisi
Warga desa yang telah mengenyam pendidikan tinggi diluar desa diharapkan memberikan sumbangsih melalui pemikiran mereka untuk pembangunan desa, ide dan inovasi yang diberikan akan lebih segar karena mereka lebih mengetahui dunia luar sehingga perkembangan wisata akan lebih baik kedepannya. Selain dari itu banyaknya program penelitian dan pengabdian masyarakat yang masuk ke desa bisa juga disaring dan diarahkan untuk upaya pembangunan desa wisata menjadi lebih baik lagi.
5.	Masyarakat Desa
Faktor masyarakat desa tentu tidak kalah pentingnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena dari peran masyarakat desa bisa tercetus ide-ide dan kebutuhan yang harus diprioritaskan. Dukungan dari masyarakat mutlak dibutuhkan, meski dengan ide yang bagus, dana yang ada, namun masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi juga menjadi permasalahan sendiri. Masyarakat desa Pujon Kidul berperan penting sebagai tuan rumah salah satunya dukungan penyedian Home Stay, wisata edukasi pertanian dan peternakan.

3.	Faktor Yang Penghambat Serta Kendala dalam Implementasi Kebijakan Program Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Desa
Terdapat beberapa penghambat yang diinformasikan kepada penulis terkait pengembangan potensi desa. dan penulis simpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:
a.	Sumber Daya Manusia
Faktor utama yang menjadi penghambat atau kendala implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa ini adalah dari faktor sumber daya manusianya. Selain menjadi faktor pendukung, SDM dan masyarakat ternyata juga menjadi faktor penghambat. Hal tersebut berkaitan erat dengan pola pikir masyarakat tentang pembangunan desa wisata, mereka cenderung ragu dan pesimis bahwa kegiatan yang akan dilakukan menuju desa wisata ini akan berhasil.
b.	Reaksi penolakan program oleh masyarakat
Memberikan informasi kepada kepada masyarakat terkait adanya program baru juga tidak bisa dilakukan begitu saja, harus dilakukan pelan-pelan agar masyarakat mengerti dan tidak langsung menunjukkan penolakan. Penolakan program air bersih oleh beberapa kalangan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa khususnya BUMDes, karena saat itu adalah program pertama mereka. Sehingga mereka harus benar-benar membuktikan bahwa mereka bisa agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Penolakan secara frontal dalam pembangunan Café Sawah tidak sempat terjadi, namun kepercayaan masyarakat dari adanya program itu mulai diragukan.
c.	Lalu Lintas Polusi
Permasalahan yang muncul akan semakin melebar seiring dengan semakin berkembangnya destinasi wisata, salah satunya dari sisi pemerintahan yang banyak mendapat complain dari masyarakat terkait dengan padatnya lalu lintas yang sekarang melewati jalan desa mereka menuju tempat-tempat wisata hal tersebut juga menimbulkan polusi udara. Hak tersebut tidak dapat dihindari mengingat jalan menuju objek wisata Café Sawah yang menjadi destinasi tujuan utama memang melewati perkampungan warga, dan akses utama jalan mereka digunakan menjadi jalan menuju lokasi wisata.

PEMBAHASAN
1.	Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Pujon Kidul Menurut Teori George Edward III
a.	Komunikasi
Salah satu kunci dari suksesnya proses implementasi kebijakan ialah komunikasi sebagaimana dijelaskan pada teori George Edward III, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pemerintah desa Pujon Kidul mengetahui apa yang harus dilakukan, salah satunya pada implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa. Jika banyak desa melakukan Musrembang untuk menentukan apa yang akan dilakukan dengan dana desa yang mereka terima, berbeda dengan kepala desa yang telah melakukan komunikasi awal dengan warga jauh dari sebelum adanya dana desa, komunikasi yang dilakukan dengan cara melakukan pemetaan masalah yang ada di tiap-tiap RT, setidaknya sebelum dilakukan Musrembang telah lebih dulu dilakukan 20 kali pertemuan ditambah 1 pertemuan khusus untuk pemuda membahas pembangunan fisik, pembinaan, pemberdayaan dan permasalahan yang ada di masing-masing RT. Pertemuan yang dilakukan tentu sangat berarti, karena masing-masing RT tentu saja memiliki keluhan dan kebutuhan yang mungkin saja tidak sama. Dengan adanya komunikasi awal pihak implementor menjadi tahu apa yang harus dilakukan kemudian. Dari pertemuan yang dilakukan juga kepala desa akan bisa melihat potensi apa saja yang sebenarnya bisa dihadirkan dan dimunculkan dalam upaya pengembangan potensi desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Setelah komunikasi dengan warga dalam lingkup RT, barulah kemudian diadakan Musrembang untuk membahas dan memilah mana permasalahan yang akan menjadi prioritas desa untuk dikerjakan. Sehingga dalam Musrembang bukan lagi berisi tentang pertanyaan apa yang harus dilakukan tapi lebih kepada langkah apa saja yang sudah harus dilakukan, dari komunikasi ini jugalah akhirnya muncul wacana pembuatan desa wisata. Dalam pemetaan masalah yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut juga telah muncul permasalahan lain yakni terkait permasalahan air bersih. Hal tersebut merupakan keluhan yang muncul di tiap-tiap RT, uneg-uneg dari warga masyarakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran karena adanya komunikasi yang baik dari pihak pemerintah dengan warganya. Dengan berhasilnya pola komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat tentu akan sangat membantu dalam mengimplementasikan setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah desa.
b.	Sumberdaya
Dalam keberhasilan implementasi kebijakan dana desa ini faktor penting lain menurut George Edward III adalah faktor sumber daya yang dapat berwujud sumberdaya manusia, antara lain kompetensi implementator, sumberdaya finansial, sarana dan prasarana. Memadai atau tidaknya sumberdaya harus dilihat dari kualitas. Dan tentu saja sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, dapat dikatakan bahwa meskipun suatu desa memiliki sarana dan prasarana sangat baik namun apabila sumberdaya manusia yang dimiliki tidak berkualitas maka bisa dipastikan kebijakan tersebut hanya akan berhenti pada tulisan di atas kertas dan tidak akan pernah bisa di implementasikan dengan baik. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Udi kepada penulis. Kendala tersulit yang dihadapi hampir di setiap desa adalah faktor sumberdaya, karena desa biasanya identik dengan tingkat pendidikan yang memang tidak terlalu tinggi, pemahaman warga desa dan pemerintah desa tentang penggunaan dana desa biasanya memang menjadi faktor utama kegagalan implementasi kebijakan. Kendala dalam hal sumberdaya ini juga menjadi tantangan bagi kepala desa juga pemerintah desa, apalagi saat itu adalah momen awal pembuatan desa wisata, tentu saja butuh diberikan pemahaman lebih kepada warga apa saja keuntungan jika desa mereka berubah menjadi desa wisata. Kepala desa atau pemerintah desa harus mampu mengenali bagaimana warganya dan apa saja kelebihan serta kekurangan mereka, tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri. Sikap masyarakat desa yang terkesan menerima dan tidak berinovasi memang menjadi kendala tersendiri, tidak hanya di desa Pujon Kidul. Pembangunan yang dilakukan menggunakan dana desa hanya berkutat pada pembangunan fisik seperti perbaikan gedung-gedung saja. Masyarakat kurang memiliki kepercayaan diri yang lebih bahwa mereka mampu memunculkan inovasi yang baik untuk desanya. Sumber daya manusia dari pengelola dana desa juga menjadi sorotan penting bagaimana sebuah implementasi kebijakan akan berhasil atau gagal dilakukan, unsur kelembagaan yang kurang berkualitas memang menjadi momok tersendiri di hampir semua desa yang ada di Indonesia.
c.	Disposisi/Sikap Pelaksana




Pemerintah desa telah melaksanakan setiap kebijakan sesuai dengan SOP yang berlaku, adapun pembuatan BUMDes juga sesuai standart. Hubungan pemerintah desa dan setiap organisasi atau lembaga di bawah maupun diatasnya berjalan dengan baik dan tanpa permasalahan yang berarti, karena pemerintahan desa selalu berprinsip mengedepankan kepentingan desa dibanding dengan urusan pribadi masing-masing perangkat desa. Dalam hal pembagian tugas untuk masing-masing pelaksana kegiatan dana desa telah menunjukkan pembagian tugas yang sudah sesuai dengan kewenangan pelaksana. Pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tanggungjawab dan pembagian tugas sudah terlaksana dengan baik.

2.	Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Pujon Kidul Menurut Teori George Edward III
a.	Reformasi Budaya Organisasi Pemerintah Desa
Reformasi atau perubahan pada pola penataan kelembagaan dalam hal ini pemerintahan desa yang dahulu lebih kaku menjadi lebih fleksible dari sebelumnya merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang dilakukan. Pemerintah desa tidak bisa melakukan semua sendiri tanpa bantuan dari perangkat-perangkat yang ada di desa. merubah pola pikir perangkat desa lebih penting ketimbang dengan merubah struktur perangkat desanya sendiri. Karakter kinerja pemerintahan desa harus berubah menjadi bersih, pemerintah desa harus amanah dan menghindari korupsi, kolusi dan  nepotisme. Menciptakan kondisi aman dan sejuk berarti stabilitas politik desa harus dijaga oleh kepala desa beserta seluruh perangkat desa. Tugas pemerintah desa menjadi semakin berat karena menjaga hal ini butuh perjuangan yang berat. Mengesampingkan ego pribadi menjadi salah satu kunci utama agar seluruh perangkat desa tetap solid.
b.	Reformasi Budaya Organisasi Pemerintah Desa
Optimalisasi lembaga yang berada dalam desa wisata Pujon Kidul terletak pada penguatan organisasi, sumberdaya manusia juga reformasi kelembagaan. Penguatan sumberdaya manusia ini sangat penting terlebih dalam hal pengembangan potensi ekonomi lokal, karena berhasil atau tidaknya pengembangan tersebut terletak pada sumber daya manusia yang menggerakkannya.Penguatan organisasi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi ini antara lain adalah dengan menjalankan organisasi sesuai dengan struktur yang sudah ada. Masing-masing divisi dipegang oleh orang yang berbeda, selain itu banyaknya kerjasama yang dibangun oleh BUMDes dengan pihak lain menjadi suatu upaya interaksi sosial yang bertujuan untuk memperluas jaringan, salah satunya melalui media sosial. Reformasi lembaga yang dilakukan oleh BUMDes antara lain dengan cara melakukan pengembangan terus menerus. Lembaga juga harus menyesuaikan kemampuannya dengan salah satunya mengganti kepengurusan setiap 5 tahun sekali. Agar terjadi penyegaran dalam hal kepengurusan yang dimiliki oleh desa. dengan adanya optimalisasi dalam lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah desa Pujon Kidul, diharapkan akan memberikan dampak yang baik terhadap pengembangan potensi lokal yang ada di desa Pujon Kidul.
c.	Sinergi Lima Aktor Pembangunan (Pentahelix)
Sinergi pertama berasal dari struktur pemerintahan, Pemerintahan yang bersih dan transparan juga cepat merespon keluhan masyarakat. Dalam pelaksanaan desa wisata, peran pemerintah yang kuat dan memahami potensi serta permasalahan yang ada  menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan pada desa wisata, karena pemerintah memahami potensi apa saja yang harus mendapat prioritas dan tidak. Sinergi kedua berasal dari kerjasama dengan pihak swasta yakni, Corporate Social Responsibility (CSR) dari bank BNI untuk mendukung visi pembangunan desa wisata. Kerjasama semacam ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, penggunaan dana CSR yang dipergunakan untuk kepentingan desa mampu menjadikan bangunan yang didirikan dengan dana CSR menjadi lebih bermanfaat dan berdaya guna lebih dari sebelumnya. Sinergi ketiga berasal dari media massa, teknologi informasi yang mudah diakses adalah media cetak atau media massa yang dikenal melalui televisi, Koran, radio, internet dan lain-lain. Pelaku bisnis pariwisata saat ini banyak menggunakan peran media massa sebagai salah satu alat promosinya, tentu dengan media massa akan lebih mudah dan ekonomis dalam mempromosikan objek wisata, karena sudah dapat diakses diberbagai belahan dunia. Begitu juga yang dilakukan oleh desa Pujon Kidul, promosi yang dilakukan mengandalkan media massa sebagai salah satu jalur promosi yang murah dan mudah. Menggunakan media sosial khususnya instagram, facebook dan berbagai media lain sebagai media promosi merupakan cara yang tepat untuk mengenalkan Pujon Kidul kepada dunia. Aktor keempat adalah dari akademisi, Warga desa yang telah mengenyam pendidikan tinggi diluar desa diharapkan memberikan sumbangsih melalui pemikiran mereka untuk pembangunan desa, ide dan inovasi yang diberikan akan lebih segar karena mereka lebih mengetahui dunia luar sehingga perkembangan wisata akan lebih baik kedepannya. Selain dari itu banyaknya program penelitian dan pengabdian masyarakat yang masuk ke desa bisa juga disaring dan diarahkan untuk upaya pembangunan desa wisata menjadi lebih baik lagi. Aktor kelima Faktor masyarakat desa tentu tidak kalah pentingnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena dari peran masyarakat desa bisa tercetus ide-ide dan kebutuhan yang harus diprioritaskan. Dukungan dari masyarakat mutlak dibutuhkan, meski dengan ide yang bagus, dana yang ada, namun masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi juga menjadi permasalahan sendiri.

3.	Faktor Yang Menjadi Penghambat Implementasi Kebijakan Program Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Desa
Faktor sumber daya manusia yang menghambat proses implementasi yaitu sikap dan budaya masyarakat yang memang masih tradisional. Hal tersebut berkaitan erat dengan pola pikir masyarakat tentang pembangunan desa wisata, mereka cenderung ragu dan pesimis bahwa kegiatan yang akan dilakukan menuju desa wisata ini akan berhasil. Permasalahan lain terkait penolakan—penolakan yang dilakukan berkaitan dengan adanya program baru yang ditawarkan oleh pemerintah desa. masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan program yang dicapai terkadang langsung menolak meskipun program tersebut bertujuan untuk kesejahteraan mereka.
Mengenai masalah seperti sampah memang sudah menjadi resiko jika banyak orang berkumpul salah satunya yang ikut menggunung adalah masalah sampah, sampai hari ini permasalahan pengolahan sampah memang menjadi permasalahan di banyak tempat yang belum bisa dioptimalkan. Permasalahan lalu lintas dan polusi adalah efek negatif dari adanya lokasi wisata yang memang belum ditemukan titik temu solusi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa Pujon Kidul tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah yang memang harus dicari cara yang terbaik agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik, dan menjadi suatu upaya pemerintah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 

Kesimpulan
Dari uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.	Secara garis besar Implementasi kebijakan program dana desa untuk pengembangan potensi desa di desa Pujon Kidul dapat dikatakan berjalan dengan lancar, terlihat dari tahapan persiapan proses pemetaan permasalahan dan potensi desa, hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memetakan permasalahan dan potensi yang dimiliki sebelum melakukan musyawarah desa patut diapresiasi dengan baik. Langkah selanjutnya dengan pendirian BUMDesa menjadi satu langkah yang baik yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan tuntunan peraturan dan undang—undang yang berlaku saat ini, dari pembentukan awal hingga saat ini telah banyak program rintisan maupun program yang dilanjutkan oleh BUMDes yang berhasil dan menjadi program unggulan dalam hal pemberdayaan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal. Pendirian unit usaha pertama yakni HIPPAM menjadi sebuah terobosan yang sangat baik yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera. Permasalahan air adalah permasalahan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat maka BUMDes merespon permasalahan yang ada di masyarakat. pengelolaan jasa keuangan bekerjasama dengan  CSR Bank BNI tentu menjadi terobosan lain yang sangat baik, mengingat permasalahan perbankan juga menjadi salah satu permasalahan desa Pujon Kidul. BUMDes merespon dengan baik. Program padat karya yang dilakukan demi mengentaskan kemiskinan warga desa Pujon Kidul belum sejahtera merupakan salah satu cara yang dilakukan BUMDesa untuk mensejahterakan warga desa Pujon Kidul, dengan mendirikan Café Sawah dengan menggunakan pemuda dan warga desa Pujon Kidul sendiri sebagai tenaga kerja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perputaran uang yang ada di desa Pujon Kidul bisa dinikmati oleh warga desa yang bergerak sebagai pemilik usaha, pengelola usaha, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Selain Café Sawah, wisata edukasi juga ikut menyumbangkan keberhasilan dalam hal mengurangi pengangguran di desa Pujon Kidul.
2.	Berkaitan dengan aspek komunikasi yang telah dilakukan pihak implementor kebijakan terlaksana dengan baik. Dari pertemuan yang dilakukan juga kepala desa akan bisa melihat potensi apa saja yang sebenarnya bisa dihadirkan dan dimunculkan dalam upaya pengembangan potensi desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Uneg-uneg dari warga masyarakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran karena adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan warganya.
3.	Sumberdaya manusia menjadi faktor penghambat atau kendala dari adanya program implementasi kebijakan program dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa, masyarakat masih banyak memiliki sikap masa bodo dan bahkan menolak setiap kebijakan yang dicanangkan ataupun di implementasikan oleh pemerintah desa. hal tersebut tentu sangat disayangkan mengingat keberadaan dana desa yang peruntukannya untuk pemberdayaan desa sangat dibutuhkan. Dengan sikap apatis dari sumber daya manusia yang dimiliki tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi implementor kebijakan di desa.
4.	Sikap pelaksana juga menjadi faktor penting dalam sukses atau tidaknya implementasi kebijakan khususnya dalam kebijakan dana desa di desa Pujon Kidul ini. Kepala desa tidak menggunakan metode pendekatan yang formal kepada warga masyarakatnya, namun memakai pendekatan dengan cara merangkul para pemuda agar apa yang hendak disampaikan dapat terlaksana dengan baik dan tanpa paksaan. Sikap kepala desa yang memiliki komitmen terhadap masyarakat ditunjukkan dalam bentuk pemberian dorongan moril kepada masyarakat agar mau merubah pola pikirnya menjadi lebih terbuka daripada sebelumnya. Hal ini terkait dengan kondisi dari masyarakat desa Pujon Kidul yang memang masih belum memahami tentang konsep dana desa dan bagaimana dana desa ini harus digunakan, Salah satu bukti kesungguhan kepala desa dalam melakukan implementasi kebijakan yang sesuai dengan visi misinya adalah dengan melaksanakan pedoman dana desa sesuai dengan Undang-Undang
5.	Pemerintah desa telah melaksanakan setiap kebijakan sesuai dengan SOP yang berlaku, adapun pembuatan BUMDes juga disesuaikan dengan SOP. Hubungan pemerintah desa dengan setiap organisasi atau lembaga di bawah maupun diatasnya berjalan dengan baik dan tanpa permasalahan yang berarti, karena pemerintahan desa selalu berprinsip mengedepankan kepentingan desa dibanding dengan urusan pribadi masing-masing perangkat desa. Dalam hal pembagian tugas untuk masing-masing pelaksana kegiatan dana desa telah menunjukkan pembagian tugas yang sudah sesuai dengan kewenangan pelaksana.
6.	Dalam reformasi budaya organisasi pemerintah desa, ditemukan kesimpulan bahwa merubah pola pikir perangkat desa lebih penting ketimbang dengan merubah struktur perangkat desanya sendiri. Karakter kinerja pemerintahan desa harus berubah menjadi bersih, pemerintah desa harus amanah dan menghindari korupsi, kolusi dan  nepotisme.
7.	Optimalisasi lembaga yang berada dalam desa wisata Pujon Kidul terletak pada penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan. Penguatan sumberdaya manusia ini sangat penting terlebih dalam hal pengembangan potensi ekonomi lokal, karena berhasil atau tidaknya pengembangan tersebut terletak pada sumber daya manusia yang menggerakkanya. Penguatan organisasi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi ini antara lain adalah dengan menjalankan organisasi sesuai dengan struktur yang sudah ada.
8.	Pemanfaatan lima jaringan aktor (pentahelix) antara lain pihak pemerintah, pihak swasta, media massa, akademisi, masyarakat desa. Kelima jaringan aktor tersebut menjadi faktor pendukung yang utama. 
9.	Faktor yang menjadi penghambat utama implementasi program dana desa dalam upaya pengembangan potensi desa adalah sumberdaya manusia, reaksi penolakan program oleh masyarakat. lalu lintas dan polusi serta permasalahan lain yakni persaingan antar pedagang yang berada di sekitar wilayah usaha milik usaha pribadi.

SARAN
Dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, setidaknya terdapat beberapa rumusan saran yang dapat penulis sumbangkan agar memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa di desa Pujon Kidul. Saran-saran yang dimaksud adalah:
1.	Dibutuhkan sosialisasi pada setiap rancangan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah desa lebih ditingkatkan dari sebelumnya, hal ini berguna untuk mengurangi penolakan dan sikap apatis dari masyarakat, dengan sosialisasi yang lebih baik maka warga akan merasa ikut serta dan merasa turut diajak dan dibutuhkan sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
2.	Para pelaksana kebijakan diharapkan lebih diberikan pengetahuan dan pemahaman agar tidak ada lagi permasalahan terkait kurangnya sumberdaya manusia yang ada pada pemerintahan desa Pujon Kidul.
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